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Penyerapan Rendah,

Anggaran Minta Ditambah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi

' mengajukan penambahan anggaran pada Anggaran Pendapatan Be-

lanja Daerah Perubahan 2018 menjadi Rp 140 miliar. Jumlah ini
meningkat Rp 100 miliar dari pengajuan awal yaknii Rp 40 miliar.
Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Iman Nugraha menga-

| takan, pehambahan ini dilakukan untuk mernipercepat pembangun-

an berbagai fasilitas demi mendukung Kabupaten Bekasi sebagai
wilayah layak anak.

"Sesuiai dengan instruksi bupati, kami saat ini lagi fokus men-
dukung prograim Kota Layak Anak demi mewujudkan Kabupaten
Bekasi ramah anak. Usulan kami di ABT (anggaran biaya tambahan)
awalnya Rp 40 miliar; lalu kami sudah usul tambahan lagi Rp 100
miliar, semoga nanti disetujui dewan,” ujar Iman, Senin (17/9/ 2018).

Usulan terbesar untuk APBD Perubahan tahun ini, kata dia, ber-
asal dasi bidang bangunan gedung negara yakni pembangunan toilet
sekolah sebagai pendukung program Kota Layak Anak dari peme-
rintah pusat. § , . W

"Komitmen Pemkab Bekasi jelas untuk program ini, kami gerak
cepat begitu ditetapkan menjadi daerah layak anak. Selain instruksi
dari pimpinan, kota layak anak ini memang bagian dari program pe-
ferintah pusat. Rencananya untuk satu titik lokasi sekolah akan
dilengkapi empat sampai enam ruang toilet dengan anggaran sebesar
Rp 150 juta hingga Rp 200 juta per titiknya,” katanya.

Selain pembangunan gedung negara, penambahan anggaran pun
dialokasikan untuk masing-masing bidang seperti bidang pemeli-
haraan serta pengelolaan jalan dan jembatan. “Di bidang ini kanii
usulkan kurang lebih Rp 50 miliar untuk peningkatan dan pemeli-
haraan jalan seperti di ruas jalan Kandanggereng dan Tegal Danas,
Kecamatan Cikarang Pusat,” katanya. ; bR

Selanjutnya, anggaran dilokasikan untuk bidang pengelolaan sum-
ber daya air (PSDA) sebesar Rp 25 miiliar. Anggaran teisgbut disiap-
Kan untik berbagai kegiatan pencegahan banjir seperti normalisasi
sungai, pembuatar; turap, drainase, perbaikan bendungan, serta pe-
masangan lining saluran irjgast. %

"Rencananya, pencegahan banjir akan
seperti Kalf Kalen Rowalk, Kali Matj, Kali Busa, Kali St ng. ]
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[inan berharap usulan yang saat ini tengah dalam proses pemba-
hasan bersama DPRD Kabupaten Bekasi dapat diakomodasi. Selan-
jutnya, usulan dapat disahkan melalui rapat paripurna pengesahan
APBD Perubahian Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2018.

. é Penyerapan rendah
emt.?-ntgr-éi itu, diakui Tman, penyerapan anggaran pada API3]
2046 di Dinas PUPR Kabupaten Bekasﬂghﬂa%gg wmﬂcﬁh;%i‘ng%%
kini, penyerapan anggaran kurang dari 20 persen. Hal tersebut, kata
dia, disebabkan berbagai proyek infrastruktur masih delam pe-
ngerjaan.
"Kalau dipersentasekan masih sekitar 14 persen penyerpai
anggaran. Tapi ity karena memang belum dilakukan pembayaran
terhadap berbagai proyek, karena pengerjaan masih dillockan.”
katanya. gl ilakukan,
Meskipun penyerapan rendah, berbeda dengan tahun lalu, saat ini
80 persen proyek infrastruktur telah dikerjakan. "Kalau yang diker-
jaken; aars sekian- b pembangunan infrastruktur, 80 perseniva
sudah dikerjakan. Tinggal kami melakukan pemantauan a I Feflt=
bangunan berjalan tepat waktu dengan kualitas yang baik, " warnya.
Sepexti diketahui, Dinas PUPR menjadi instansi dengan kucut an
anggaran terbesar di Kabupaten Bekasi, Dalam satu tahun anggaran,
instansi yang mengexjakan seluruh proyek infrastruktur ini dapat
memperoleh anggaran hingga Rp 1 triliin. S b
Sayangnya, tingginya anggaran tersebut tidak disertai denjgan
Dayempamaksingl phghrt berbagai persoalan seperti gagal lelang
hingga kepala dinas yang mengundurkan diri. Alhasil, banyak
anggaran yang menjadi silpa karena tidak digunakan, v
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar menyatakan bakal
membahas lebih dalam terkait penambahan anggaran di Dinas
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